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ABSTRAK 

 

Nafkah ‘iddah dan mut’ah merupakan hak istri pasca perceraian yang 

bersifat imperatif dan melekat, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 149 huruf (a) 

dan (b) KHI. Namun penulis menemukan beberapa putusan yang tergolong 

disparitas putusan yang terjadi pada putusan nomor 436, 1423, 326 dan 483 bagi 

istri yang tidak menuntut hak nafkahnya (tidak nusyuz). Sehingga pada praktik 

Hakim di Pengadilan Agama Sleman memutus dengan putusan yang berbeda. 

Penelitian ini ingin menganalisa lebih lanjut terhadap pertimbangan-pertimbangan 

para hakim dalam menyelesaikan perkara pada putusan-putusan tersebut.  

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Research) dengan 

metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitis, pendekatan penelitian 

yang digunakan ialah yuridis empiris dengan teori tujuan hukum menurut Gustav 

Radbruch. Sumber data primer yang digunakan ialah putusan Pengadilan Agama 

Sleman dan data sekunder yang digunakan berupa perundangan yang merupakan 

bahan hukum primer dan karya-karya terkait. Teknik pengumpulan data dalam 

penelitian terdiri dari wawancara dan dokumentasi, serta kerangka pemikiran yang 

digunakan dalam analisis data ialah metode induktif. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama, disparitas putusan hakim 

karena hakim menemukan fakta yang berbeda di persidangan, sehingga hakim 

memberikan putusan yang berbeda. Pertimbangan hakim pada putusan nomor 436 

dan 1423 agar mendapatkan keadilan, maka dilihat dari segi kemampuan ekonomi 

pada suami, sehingga dengan kewenangannya (hak ex officio) suami dibebankan 

nafkah ‘iddah dan mut’ah, lantas istri mendapatkan perlindungan hukum. Hakim 

tidak membebankan nafkah tersebut pada putusan nomor 326 dan 483, karena 

terdapat beberapa pertimbangan yaitu suami kurang mampu untuk dibebankan 

nafkah tersebut dan sesuai fakta di persidangan istri telah merelakan haknya. 

Keempat putusan ini mendapatkan kemanfaatan, sebab hakim telah memberikan 

kemaslahatan bagi semua pihak dan telah tercapainya asas kepastian hukum, karena 

sumber hukum yang digunakan oleh hakim berdasarkan sumber hukum formal dan 

materiil. Kedua, pertimbangan hakim pada putusan nomor 1423, 326 dan 483 telah 

terealisasinya 3 aspek tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch 

yaitu aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Pada putusan nomor 436 

pertimbangan hakim berlaku adil bagi istri namun belum berlaku pada suami, sebab 

hakim membebankan nafkah tersebut melebihi kemampuan ekonomi suami.  

 

Kata Kunci: Disparitas, Nafkah ‘iddah dan Mut’ah, Teori Tujuan Hukum Menurut 

Gustav Radbruch, Pengadilan Agama Sleman, Cerai Talak. 
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ABSTRACT 

 

  'iddah and mut'ah support is the wife's right as a result of divorce which is 

imperative and inherent, as regulated in Article 149 letters (a) and (b) of the 

Compilation of Islamic Law. However, the author found disparities in decisions 

that occurred in decisions number 436, 1423, 326 and 483 for wives who did not 

claim their maintenance rights (not nusyuz). So in practice the Judges at the Sleman 

Religious Court make different decisions. This research wants to further analyze 

the considerations of the judges in resolving cases based on these decisions. 

  This research is field research (Field Research) with qualitative research 

methods that are descriptive analytical in nature, the research approach used is 

empirical juridical with the theory of legal objectives according to Gustav 

Radbruch. The primary data source used is the decision of the Sleman Religious 

Court and the secondary data used is legislation which is primary legal material 

and related works. Data collection techniques in research consist of interviews and 

documentation, and the framework used in data analysis is the inductive method. 

  The results of this research show that: first, the disparity in judges' decisions 

is because the judges found different facts in the trial, so the judges gave different 

decisions. The judge's consideration in decisions number 436 and 1423 in order to 

obtain justice, is seen from the perspective of the husband's economic capacity, so 

that with his authority (ex officio right) the husband is charged with 'iddah and 

mut'ah maintenance, then the wife gets legal protection. The judge did not impose 

the burden on maintenance in decisions number 326 and 483, because there were 

several considerations, namely that the husband was not able to be charged with 

the maintenance and according to the facts at the trial the wife had given up her 

rights. These four decisions are beneficial, because the judge has provided benefits 

for all parties and the principle of legal certainty has been achieved, because the 

legal sources used by the judge are based on formal and material legal sources. 

Second, the judge's considerations in decisions number 1423, 326 and 483 have 

realized the 3 aspects of legal objectives put forward by Gustav Radbruch, namely 

aspects of justice, benefit and certainty. In decision number 436 the judge's 

consideration applies fairly to the wife but does not yet apply to the husband, 

because the judge imposes a living burden that exceeds the husband's economic 

capacity. 

 

Keywords: Disparity, Livelihood 'iddah and Mut'ah, Theory of Legal Objectives 

According to Gustav Radbruch, Sleman Religious Court, Divorce Divorce. 
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MOTTO 

“ Tidak semua bisa saya miliki, namun semua bisa saya syukuri” 

 

“Sebagai wanita tidak ada batas untuk meraih sesuatu”  
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

 Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan 

bahasa lain. Dalam skripsi ini, transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan 

tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam 

skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama 

Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara 

garis besar uraiannya adalah sebagai berikut: 

A. Konsonan 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 

 - - Alif ا

 Bâ’ B be ب

 Tâ’ T te ت

 Sâ’ ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jîm J je ج

 Ḥâ’ ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Khâ’ Kh ka dan ha خ

 Dâl D de د

 Żâl Ż zet dengan titik di atas ذ

 Râ’ R Er ر

 Zai Z zet ز
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 Sin S es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Ṣâd ṣ es (dengan titik di  bawah) ص

 Ḍâḍ ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ṭâ’ ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Ẓâ’ ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 Ain ‘ koma terbalik di atas‘ ع

 Gain G ge غ

 Fâ’ F ef ف

 Qâf Q ki ق

 Kâf K ka ك

 Lâm L el ل

 Mîm M em م

 Nûn N en ن

 Wâwû W We و

 Hâ’ H Ha ه

 Hamzah ’ Apostrof ء

 Yâ’ Y Ya ي

 

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah  

 مُتعَدَ ِّ دَة  

ة   دَّ  عِّ

ditulis 

ditulis 

muta‘addidah 

‘iddah 



x 
 

 
 

 

C. Ta’ Marbuṭah di Akhir Kata 

1. Bila dimatikan ditulis h 

كْمَة    حِّ

لَّة    عِّ

ditulis 

ditulis 

Hikmah 

‘illah 

 

Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam 

bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki 

lafal aslinya 

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka 

ditulis h. 

 ’Ditulis Karāmah al-Auliyā كَرَامَةُ الأوَلِّيَاءِّ 

 

3. Bila ta’ marbuṭah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah 

ditulis t atau h 

 Ditulis Zakāh al-Fiṭri زَكَاةُ الفِّطرِّ 

 

D. Vokal Pendek 

 fathah ditulis فَ عَ لَ 

a 

fa’ala 

رَ   kasrah Ditulis i ذكُِّ
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żukira 

 dammah Ditulis يذَهَ بُ 

u 

yażhabu 

 

E. Vokal Panjang 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Fathah + alif 

لِّيَّة  جَا هِّ

Fathah + ya’ mati 

 تنَسَي

Kasrah + ya’ mati 

يم  كَرِّ

Dammah + wawu mati 

 فرُُوض

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ā 

jāhiliyah 

ā 

tansā 

ī 

karim 

ū 

furūd 

 

F. Vokal Rangkap 

1 

 

2 

 

Fathah + ya’ mati 

 بَيْنكَمُْ 

Fathah + wawu mati 

 قَوْلُ 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ai 

bainakum 

au 

qaul 
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G. Vokal Pendek Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostrof  

 أأَنَْتمُْ 

 لَئِّنْ شَكَرْتمُْ 

ditulis 

ditulis 

a’antum 

la’in syakartum 

 

H. Kata Sandang Alif + Lam 

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun 

dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti 

oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.  

1.  Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai 

dengan bunyinya yaitu “ال”   

 الَْقرُْأنُ 

 الَْقِّيَاسُ 

ditulis 

ditulis 

al-Qur’ān 

al-Qiyās 

 

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan 

menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan 

l (el) nya.  

 الَسَّمَاءُ 

 الَشَّمْسُ 

ditulis 

ditulis 

as-Samā’ 

asy-Syams 

 

1. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat 

 ditulis Żawī al-Furūd ذوَِّي الْفرُُوض
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 ditulis Ahl- as-Sunnah اهَْلُ السُّنَّةِّ 

 

I. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital 

seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk 

menuliskan awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului 

oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama huruf 

awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh: 

لَ فِّيْهِّ الْقرُأنُ  يْ أنُْزِّ  ditulis شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِّ
Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-

Qur’ān 

 

J. Pengecualian 

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada: 

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam 

Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, dan 

sebagainya. 

2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh 

penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah, dan 

sebagainya. 
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3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab tetapi berasal dari negara 

yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri 

Soleh, dan sebagainya. 

4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, 

Hidayah, Taufiq, Al-Ma’arif, dan sebagainya. 
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KATA PENGANTAR 

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات، وبتوفيقه تتحقق الغايات، وبرحمته تتنزل 

محمدا عبده الخيرات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا 

ورسوله لا نبي بعده. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه، 

 أما بعد.

Segala puji syukur penulis haturkan atas kehadirat Allah SWT, dengan 

rahmat taufiq dan hidayahNya, sholawat serta salam saya panjatkan kepada Nabi 

Agung Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini 
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  Alhamdulillah dalam penyelesaian tesis ini mendapatkan bimbingan dan 

kerja sama yang baik antara pihak universitas dan fakultas dengan penulis, pada 

akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul. “Disparitas Putusan 

Pengadilan Agama Sleman Dalam Pembebanan Nafkah Istri Terhadap Suami 

Pada Perkara Cerai Talak” Oleh karenanya, peneliti ingin mengucapkan 

terimakasih kepada yang terhormat:  

1. Bapak Prof. Dr. Phil Al Makin M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri 

Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum., selaku dekan 

Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta. 

3. Bapak Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si., selaku Dosen Penasehat Akademik. 

4. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., dan Bapak Dr. Mansur, S.Ag., 

M.Ag., selaku Ketua dan Sekretaris Magister Ilmu Syari’ah Fakultas Syari’ah 

dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

5. Ibu Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Tesis yang 

senantiasa sabar dan ikhlas dalam mengarahkan penulis untuk menyelesaikan 

tesis dengan maksimal. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Peradilan sebagai institusi formal yang menjabat kekuasaan dalam 

pelaksanaan tugas kehakiman tidak akan lepas dengan asas keadilan dan 

norma. Kedudukan hakim yang berpegang teguh dengan kompetensi, 

independensi, dan imparsialitas yang sangat relevan untuk menopang 

peradilan yang representatif bagi seluruh masyarakat. Kewenangan yang 

dimiliki tersebut dijadikan sebuah upaya negara dalam menegakkan 

peradilan untuk membuahkan ketertiban umum di lingkup masyarakat 

dalam berbagai putusannya, termasuk bagi hakim pemeriksa perkara pada 

peradilan perdata di Indonesia.1 Hakim dalam memutus perkara harus 

dilandaskan pada prinsip-prinsip yuridis, filosofis dan sosiologis.  

Perkara cerai merupakan sebuah praktik hukum acara perdata yang 

mendominasi di pengadilan Agama. Berakhirnya suatu ikatan perkawinan 

yang disebabkan terjadinya perceraian yang terdapat dua macam, yakni 

cerai yang diajukan seorang suami terhadap istri yang dapat disebut dengan 

cerai talak, begitu sebaliknya cerai gugat yaitu cerai yang diajukan oleh 

seorang istri atau kuasanya terhadap suami dengan mengajukan gugatan 

                                                             
1 Ridham Priskap, “Sejarah Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia”, Jurnal 

Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol. 20:1, (2020), hlm. 320. 
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perceraian ke Pengadilan.2 Akibat terjadinya perceraian suami masih 

berkewajiban memberikan nafkah terhadap istri yang meliputi nafkah 

‘iddah saat menjalani masa ‘iddah yang membatasinya, mut’ah secara patut 

yang dapat berbentuk uang atau benda, melunasi semua mahar yang belum 

terbayar, dan jika qobla al-dukhul (hubungan suami istri) hanya melunasi 

separuhnya,  terkecuali istri telah tertalak ba’in atau bertindak nusyuz dalam 

kondisi tidak mengandung, dan membiayai anak-anaknya (haḍhonah) 

hingga menginjak usia 21 (dua puluh satu) tahun. Pasal 149 KHI telah 

melegalkan hal tersebut.3 

Selain itu, peraturan pemberian nafkah ‘iddah juga termaktub dalam 

Pasal 152 KHI, bahwa seorang istri memiliki wewenang untuk memperoleh 

nafkah ‘iddah, namun tidak berlaku bagi istri yang bertindak nusyuz.4 

Kendatipun  terkait tanggungan suami untuk membayar nafkah mut’ah. 

selebihnya termaktub QS. al- Baqarah (2) ayat 241. 

Menurut Zamakhsyari sebagaimana dinukilkan oleh Zubair Ahmad 

terkait surat al- Baqarah (2) ayat 241, ayat tersebut merupakan ketentuan 

secara umum, yaitu bagi wanita yang tertalak hendaklah untuk diberikan 

sebuah pemberian. Dalih ini bersumber pada kata  للمطلقات  yang memiliki 

arti “untuk para perempuan  yang  dicerai  berwenang mendapatkan hak”, 

                                                             
2 Pasal 144 Kompilasi Hukum Islam.  

 
3 Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam. 

 
4 Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam.  
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yang maksudnya, mantan suami memiliki suatu tanggungan untuk 

menafkahi berupa mut’ah kepada seorang istri yang dicerai. Selain itu, 

lanjutan dari ayat tersebut telah mencantumkan kata حقا (ketentuan-

ketentuan  yang   wajib  dilaksanakan),  selanjutnya  termaktub kata على 

yang memiliki arti kerja, yang artinya kewajiban bagi (orang yang 

bertaqwa).5  

Akibat terjadinya perceraian, seorang istri yang ditalak memiliki hak 

untuk mengajukan hak-haknya agar terpenuhi, meliputi hak nafkah ‘iddah 

dan mut’ah  di depan persidangan sesuai dengan keabsahan norma. Namun 

yang terjadi di Pengadilan Agama Sleman, istri tidak menuntut hak-haknya 

yang didapat. 

Pada praktik Hakim Pengadilan Agama Sleman, penulis 

menemukan perbedaan putusan hakim yang terjadi pada beberapa putusan 

di Pengadilan Agama Sleman yang ditemui melalui direktori putusan 

Mahkamah Agung, yakni pada Putusan Nomor 436 dan 1423 telah 

dibebankannya nafkah Termohon kepada Pemohon dan putusan nomor 483 

dan 326 hakim tidak membebankan nafkah Termohon terhadap Pemohon. 

Faktanya pada keempat putusan tersebut, para Termohon (istri) telah 

menghadiri jadwal persidangan yang dijadwalkan oleh majelis hakim dan 

tidak dikategorikan istri yang nusyuz. Sehingga dari putusan-putusan 

                                                             
5 Zubair Ahmad dkk, Relasi Suami Isteri Dalam Islam, (Jakarta: Pusat Studi Wanita (PSW) 

UIN Syarif Hidayatullah, 2004), hlm. 78. 
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tersebut muncul sebuah kesenjangan, karena hakim mempunyai perbedaan 

dalam memutus perkara terkait penentuan nafkah istri pasca cerai talak. 

Dari gambaran latar belakang di atas, penelitian ini ingin mengkaji 

secara komprehensif terkait pertimbangan hakim dalam menentukan nafkah 

iddah dan mut’ah pada keempat putusan tersebut, kemudian hasilnya 

dianalisis menggunakan teori tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav 

Radbruch, serta dijadikan sebuah karya tulisan dalam bentuk tesis dengan 

judul,  “Disparitas Putusan Pengadilan Agama Sleman Dalam Pembebanan 

Nafkah Istri Terhadap Suami Pada Cerai Talak”. 

B. Rumusan Masalah  

Adapun dari pemaparan latar belakang di atas dapat ditarik untuk 

dijadikan sebagai rumusan masalah, yakni: 

1. Mengapa terjadi disparitas pada Putusan Nomor 436, 1423, dan Putusan 

Nomor 326, 483 terkait pembebanan nafkah istri kepada suami? 

2. Apakah pembebanan nafkah istri kepada suami pasca perceraian dalam 

Putusan Nomor 436, 1423 dan tidak dibebankan nafkah pada Putusan 

Nomor 483, 326 telah sesuai dengan teori tujuan hukum menurut Gustav 

Radbruch? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan 2 (dua) rumusan masalah yang telah tercantum di atas, 

terdapat beberapa tujuan penelitian yaitu:  
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1. Untuk mengeksplorasi pertimbangan hakim pengadilan agama sleman 

pada putusan nomor 436, 1423, 326 dan 483 terkait pembebanan nafkah 

istri terhadap suami dalam perkara cerai talak. 

2. Untuk menganalisis pembebanan nafkah istri kepada suami pasca 

perceraian pada putusan nomor 436, 1423 dan tidak dibebankan nafkah 

pada putusan nomor 483 dan 326 ditinjau dengan teori tujuan hukum 

menurut Gustav Radbruch. 

D. Manfaat Penelitian 

Dalam pembahasan penelitian yang dikaji ini, memiliki beberapa 

manfaat yang dapat diperoleh, yaitu seperti di bawah ini:  

1.  Kegunaan Teoritis 

1) Dapat berkontribusi untuk menambah karya ilmiah dalam bidang 

hukum keluarga Islam, lebih spesifik untuk para peneliti dan 

akademisi yang memiliki konsentrasi terhadap ilmu tersebut. 

2) Melengkapi data-data dan penelitian-penelitian terdahulu, dan 

melanjutkan pemikiran terhadap penelitian-penelitian yang akan 

dilaksanakan dalam bidang pembebanan nafkah istri terhadap 

suami. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi Pengadilan Agama  

Dapat berguna untuk hakim agar dijadikan sumber acuan dalam 

bahan pertimbangan mengenai pembebanan nafkah istri pasca 

perceraian bagi istri yang tidak menuntut  hak nafkahnya. 
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b. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini, diharapkan mampu membantu pemikiran masyarakat. 

Pertama, sebagai istri yang tidak tergolong nusyuz berhak 

mengajukan hak nafkah dalam gugatan rekonvensi untuk 

mendapatkan nafkah ‘iddah dan mut’ah pasca perceraian. Kedua, 

seorang suami  memiliki tanggungan akibat perceraian, yakni wajib 

menafkahi istri yang tidak nusyuz berupa nafkah ‘iddah dan mut’ah 

dan dapat diberikan sebelum mengikrarkan talak di depan 

persidangan.  

E. Telaah Pustaka 

Untuk melengkapi penelitian ini, penulis memaparkan beberapa 

penelitian terdahulu yang memiliki unsur keserupaan mengenai pemenuhan 

hak nafkah yang didapatkan istri pada cerai talak. Penelitian terdahulu dapat 

dikategorikan dalam dua jenis. Pertama, membahas mengenai pembebanan 

nafkah istri pada perkara cerai talak dalam Hukum Acara Perdata. Kedua, 

pemenuhan nafkah istri pada cerai talak secara Hukum Islam. Ketiga, 

disparitas putusan terkait pembebanan nafkah pasca cerai.  

Pertama, ditinjau dengan Hukum Acara Perdata terkait pembebanan 

nafkah ‘iddah dan mut’ah, diteliti oleh Meilin Yuliana6 dan Uswatun 

                                                             
6 Meilin Yulien, “Implementasi Hak Ex Officio Hakim di Pengadilan Agama Krui Sebagai 

Bentuk Rasa Keadilan Bagi Anak Dan Mantan Istri Dalam Perkara Cerai Talak Verstek (Analisis 

Putusan Pengadilan Agama Krui Tahun 2016-2017)”, Tesis: Magister Ilmu Hukum Keluarga 

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, (2019).  
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Hasanah Aswar7 menyebutkan bahwa Hakim Pengadilan Agama masih 

minim untuk menerapkan hak ex officio pada pemeriksaan perkara cerai 

talak verstek. Karena hakim masih banyak beracuan pada ultra petita yang 

dapat menyebabkan cacat hukum. Karena pada putusan verstek membuat 

hakim sulit untuk membuktikan bahwa pemohon berhak menerima hak 

tersebut atau tidak . 

Hal tersebut, selaras dengan penelitian Devi Yulianti, dkk hakim 

memiliki pandangan lain yang ditinjau dari segi hukum progresif sebelum 

membebankan mut’ah dan nafkah ‘iddah pada perkara cerai talak verstek, 

yaitu berlandaskan hukum progresif, penggunaan kewenangan ex-officio 

yang lemah, adanya kasus dimana pemohon tidak memberikan 

kewajibannya kepada istri, adanya beban titipan dari pihak suami kepada 

pengadilan.8 

Nafkah ‘iddah dan mut’ah penting diberikan, seperti yang diteliti 

oleh Khairun Inayah Alia, dkk. Dalam Persperktif Hakim Pengadilan 

Agama Makassar  terkait  dengan  pemberian  nafkah  ‘iddah  dan  mut’ah 

ialah dengan yang diutarakan oleh para ulama dalam Islam yang juga 

mewajibkan keduanya, dan implikasi pemberian nafkah ‘iddah dan mut’ah 

                                                             
7 Uswatun Hasanah Aswar, dkk, “Penerapan Hak Ex Officio Hakim Terhadap Perkara Cerai 

Talak”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, Vol 4:1, (2022), hlm. 139-152. 

 
8 Devi Yulianti, dkk, “Pembebanan Mut’ah Dan Nafkah ‘Iddah Pada Perkara Cerai Talak 

Dengan Putusan Verstek”, Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 5:2, (2020), hlm. 286-297.  
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kepada mantan istri yang ditalak, bertujuan untuk memberikan sisi keadilan, 

kepastian, dan kemaslahatan.9 

Namun dengan penelitian Nur Tasdiq, bahwa penentuan nafkah 

‘iddah di Pengadilan Agama Watampone tetap mengedepankan 

kemufakatan antara kedua belah pihak, apabila tidak didapati kesepakatan 

antara keduanya, maka Majelis Hakim yang akan menentukan takarannya 

dengan melihat kemampuan suami dan keperluan istri. Terkait perkara 

suami menolak memberi nafkah ‘iddah, Majelis Hakim menempuh 

beberapa upaya, namun upaya yang ditempuh tidak memiliki dasar hukum 

yang kuat, bahkan beberapa upaya yang ditempuh tidak sesuai dengan 

hukum acara yang ada.10 

Putusan hakim yang tidak tepat terdapat pada karya ilmiah Mansari 

dan Zahrul Fatahillah11 menyebutkan dari hasil penelitiannya menunjukkan 

pemberian nafkah ‘iddah dalam Putusan Nomor 6/Pdt.G2020/MS.Lsm 

tidak tepat, karena dalam kasus tersebut adanya tindakan nusyuz  yang 

dilakukan oleh sang istri, sehingga menggugurkan haknya untuk 

memperoleh nafkah ‘iddah. Selain itu, begitu pula bertolak belakang dengan 

KHI karena menghadiahkan nafkah ‘iddah bagi istri yang bertindak nusyuz.  

                                                             
9 Khairun Inayah Alia, dkk, Implikasi dalam Pemberian Nafkah ‘Iddah dan Mut’ah pada 

Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA, Jurnal al-Qadau: Peradilan dan 

Hukum Islam, Vol. 8: 2, (2021). 

 
10 Nur Tasdiq, “Implementasi Nafkah Iddah Pada Pengadilan Agama Watampone”, Jurnal 

Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan, Volume 2: 1, (2020). 

 
11 Mansari dan Zahrul Fatahillah, “Penetapan Nafkah ‘Iddah Melalui Hak Ex Officio Bagi 

Istri Nusyuz, Kajian Putusan Nomor 6/Pdt.G2020/MS.Lsm”, Jurnal Yudisial, Vol. 14: 2, (2021). 
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Dengan ketentuan menentukan kadar nafkah isti pasca cerai terdapat 

pada artikelnya Khairuddin, dkk, dalam menentukan hak nafkah terhadap 

istri dan anak setelah terjadinya perceraian berdasarkan pada bukti-bukti 

yang dihadirkan ke persidangan dengan melihat honorarium suami setiap 

bulannya berdasarkan fotocopy slip gaji, melihat istrinya nusyuz atau tidak 

dan suaminya pernah melakukan kedzaliman atau tidak terhadap istrinya, 

selain itu hakim juga memperhitungkan kebutuhan dan kemampuan suami 

sesuai dengan kondisi suatu daerah.12 

Artikel tersebut memiliki kemiripan dengan artikel yang diteliti oleh 

Riyan Ramdani, Firda Nisa Syafithri dalam perkara cerai talak nafkah 

mut’ah dan ‘iddah dibayarkan bersamaan saat melafalkan talak di 

persidangan. Kedua, Pertimbangan hakim terhadap penentuan kadar 

besaran nafkah didasarkan: a) istri tidak melakukan perbuatan nusyuz, b) 

kondisi ekonomi suami, c) pertimbangan kebutuhan dari masing-masing 

pihak.13 

Pembebanan nafkah ‘iddah dan mut’ah dengan perspektif gender 

pada penelitian Galuh Widitya Qomaro, bahwa produk hukum di 

Pengadilan Agama Bangkalan tentang hak istri pasca perceraian telah 

searah dengan prinsip keadilan gender karena hakim menghukum mantan 

                                                             
12 Khairuddin, dkk, ”Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian 

(Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/Ms.Aceh)”, Jurnal Hukum 

Keluarga, Vol. 2:1, (2019). 

 
13 Riyan Ramdani, Firda Nisa Syafithri “Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah 

Iddah dan Mut’ah Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama”, Adliya: Jurnal Hukum dan 

Kemanusiaan, Volume 15:1, (2021). 
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suami untuk membayarkan mut’ah maupun nafkah ‘iddah bagi penggugat 

berdasarkan hak ex officio hakim serta berdasarkan permintaan mantan istri 

pada petitum gugatan maupun pada gugatan konvensi.14 

Kedua, ditinjau dengan Hukum Islam terkait pembebanan nafkah 

istri pada cerai talak dalam tesisnya Delvi Puryanti,15 menyatakan bahwa 

alasan putusan hakim Pengadilan Agama Bengkulu bertentangan dengan 

ketentuan Pasal 149 KHI, karena hakim memberikan nafkah kepada istri 

(Termohon), sementara di dalam dalil-dalil (posita) yang disampaikan 

suami (Pemohon) menyatakan bahwa istrinya berbuat nusyuz, oleh karena 

itu menurut hukum Islam, mudharat yang ditimbulkan lebih besar dari pada 

maslahat. Sementara di dalam fiqh bagi seorang istri yang berbuat nusyuz  

tidak berwenang menerima nafkah.  

Aqwam Thariq dengan menggunakan perspektif maqāṣid asy-

syarī’ah dapat disimpulkan bahwa pembebanan kewajiban bagi suami 

untuk membayar nafkah ‘iddah dan mut’ah sudah sesuai tujuan syariat yaitu 

mendatangkan unsur manfaat (jalbu manfa’atin) dan termasuk dalam 

kategori al-dharuriyat, lebih tepatnya pada aspek perlindungan terhadap 

jiwa (Hifdz al-Nafs).16 

                                                             
14 Galuh Widitya Qomaro, Agensi Hakim Pengadilan Agama Bangkalan Dalam 

Pemenuhan Hak Istri Pasca Cerai, Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, Volume 6: 1, (2021). 

 
15 Delvi Puryanti, “Hak Ex Officio Hakim Dalam Menetapkan Kewajiban Suami Terhadap 

Isteri Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan Perkara Nomor : 0677/Pdt.G/2016/PA.Bn)”, Tesis: 

Magister Institut Agama Islam Negeri, (2019). 

 
16 Muhammad Aqwam Thariq, “Hak Ex Officio Hakim: Pertimbangan Hukum Hakim 

terhadap Pembebanan Nafkah Iddah dan Mut’ah dalam Perkara Cerai Talak”, Jurnal sakinah: 

Journal of Family Studies, Volume 3:2, (2019). 
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Selaras dengan penelitian Fathurrohmah menjelaskan dalam sebuah 

artikelnya menggunakan teori maqasid sharī’ah shāṭibi. Maslahah yang 

diaplikasikan oleh hakim sesuai dengan keududukan al-Dharūriyyāt 

khususnya Hifzd al-Nafs yakni pemeliharaan jiwa. Kemaslahatan 

Dharūriyyāt ditunjukkan melalui data pertama istri terbukti tidak diberikan 

hak-haknya oleh suami sebelum diputuskan perceraian, sehingga hakim 

mengaplikasikan hak ex officio.17 

Ketiga, Disparitas putusan yang dikaji oleh Ala Restika, mut’ah 

wajib diberikan kepada istri yang diceraikan, tidak ada ketentuan alasan 

menggugurkan mut’ah secara eksplisit di dalam hukum positif dan hukum 

islam. Namun hakim tidak menerapkan hak ex officio dalam membebankan 

mut’ah pada beberapa putusan di tahun 2016.  Disparitas putusan tersebut 

divalidasi karena putusan hakim dianggap benar.18 

Sejauh ini, hasil riset penulis dari literatur-literatur yang diuraikan 

di atas, dijadikan sebagai kajian pustaka dan rujukan pada penelitian ini, 

karena mempunyai keserupaan dengan perkara yang diteliti oleh penulis. 

Dari hasil telaah pustaka di atas, belum ada yang membahas terkait 

terjadinya disparitas pada putusan nomor 436, 1423, 326 dan 483 di 

Pengadilan Agama Sleman terkait dibebankan dan tidak dibebankannya 

                                                             
17 Fathurrohmah, “Hak Ex Officio Hakim Dalam Kasus Cerai Talak Perspektif Maqasid 

Syariˋah (Studi Putusan Pengadilan Agama Nganjuk: 2033/PDT.G/2017/PA.NGJ)”, Jurnal 

Penelitian Hukum Islam, Volume 5:1, (2020), hlm. 1-26. 

 
18 Ala Restika, Disparitas Putusan Pengadilan Agama Painan Tahun 2016 tentang Mut’ah 

Perspektif Teori Keadilan, Tesis: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (2019). 
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nafkah ‘iddah dan mut’ah bagi istri yang bukan nusyuz tidak menuntut hak 

nafkahnya di dalam gugatan, kemudian hasil dari riset dianalisis 

menggunakan teori Gustav Radbruch. 

 

F. Kerangka Teoretik   

Kerangka teoritik merupakan sebuah uraian teori yang dapat 

dijadikan alat untuk menganalisis agar menemukan jawaban dari penelitian 

hukum ini. Penelitian ini terkait pertimbangan hakim dalam menentukan 

nafkah ‘iddah dan mut’ah yang dianalisis dengan teori Gustav Radbruch. 

Hukum yang dikemukakan Gustav Radbruch sejak Tahun 1932, 

upaya yang harus ditegakkan untuk melindungi kepentingan manusia. 

Menurut Gustav Radbruch dalam tujuan hukum terdapat tiga unsur yang 

harus diperhatikan dalam penegakan hukum (untuk mewujudkan fungsi dan 

tujuan hukum), yaitu pertama Keadilan Hukum (Gerechtigkeit), kedua 

Kemanfaatan Hukum (Zweckmassigkeit) dan ketiga Kepastian Hukum 

(Rechtssicherheit).  

 Kendatipun awal mulanya Radbruch juga mengatakan bahwa meski 

gagasan hukum utamanya adalah keadilan, akan tetapi keadilan tersebut 

terbukti tidak menjadi konsep hukum yang dibangun secara komprehensif. 

Sehingga keadilan dapat menimbulkan 2 (dua) penjelasan yakni yang harus 

dipertimbangkan menjadi sama atau berbeda dan bagaimana melakukannya. 

Tiga aspek tersebut merupakan sebuah tugas para penegak hukum (hakim) 
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agar dapat mendamaikan konflik secara kuratif.19 Oleh karena itu Radbruch 

mendefinisikan hukum sebagai “the complex of general precepts for the 

living-together of human beings” yang artinya bagaimana hukum hidup 

berdampingan dengan eksistensi manusia sebagai aturan umum yang 

kompleks.20 Penjelasan dari tiga unsur tersebut sebagai berikut: 

1. Keadilan Hukum  

Konsep keadilan dapat dipahami sebagai pemberian hak yang sesuai 

dengan kemampuan individu atau penerapan hak secara proporsional pada 

setiap orang.21 Radbruch berpendapat bahwa gagasan keadilan ialah suatu 

hal yang memiliki sifat mutlak, formal dan universal atau menyeluruh. Jika 

berlaku bagi individual maka adil untuk keseluruhan. Karena hal tersebut 

keadilan sering menumbuhkan tuntutan dan saling kontradiktif, di sisi lain 

keadilan dapat menuntut untuk generalisasi atau penyamarataan.22  

Landasan keadilan yang berdasarkan kesetaraan adalah gagasan 

bahwa setiap orang harus menaati hukum agar keadilan dapat dimaknai 

dalam kesamaan. Keselarasan tersebut meliputi persamaan proporsional dan 

numerik. Meskipun kesetaraan proporsional mengacu pada pemberian hak 

kepada setiap orang, kesetaraan numerik didasarkan pada ide pokok bahwa 

                                                             
19 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung:  Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 19. 

 
20 Gustav Radbruch dalam Maulidia Mulyani, “Kemanfaatan, Keadilan dan Kepastian 

Hukum Putusan Mk Nomor 69/Puu-Xiii/2015 Terhadap Perjanjian Kawin Dalam Perkawinan 

Campuran”, Tesis: Magister Ilmu Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, (2019), hlm. 12.  
 
21 Supriyono, “Terciptanya Rasa Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Dalam Kehidupan 

Masyarakat”, Jurnal Ilmiah Fenomena, Vol. 14:2, (2016), hlm. 1570. 

 
22 Gustav Radbruch dalam Maulidia Mulyani, “Kemanfaatan, Keadilan,,,hlm.12. 
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semua orang harus memiliki kedudukan yang sama di hadapan norma 

hukum.23 

2. Kemanfaatan Hukum 

Hukum memiliki suatu maslahat, karena hukum mempunyai suatu 

misi untuk mewujudkan kegembiraan atau kebahagiaan untuk masing-

masing orang dan berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia. 

Apabila hukum tidak dapat memberikan suatu kemanfaatan, maka tidak 

akan menumbuhkan suatu kesenangan atau kebahagiaan bagi publik. 

Kendatipun Kemanfaatan dapat digunakan untuk melengkapi suatu konsep 

hukum.24  

3. Kepastian Hukum 

Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah ketika suatu hukum 

dilaksanakan atau ditegakkan, tanpa memandang pihak yang terlibat. 

Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa 

yang akan dialami, jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian 

diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa 

adanya diskriminasi.25  

                                                             
23 Yovita A Mengesti & Bernard L.,Tanya Moralitas Hukum, (Yogyakarta: Genta 

Publishing, 2014), hlm. 74. 

 
24 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Liberty 

Yogyakarta, 2008), hlm. 80. 

 
25 Moh. Mahfud MD, Penegakan Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan 

pada Acara Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara” yang diselenggarakan oleh DPP Partai 

HANURA, Mahkamah Konstitusi, (Jakarta: 8 Januari 2009). 
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Adapun 4 (empat) hal mendasar yang disampaikan oleh Gustav 

Radbruch yang berkaitan dengan makna kepastian hukum, yaitu :  

a. Hukum yang memiliki sifat positif, hukum positif ialah perundang-

undangan.  

b. Hukum dilandaskan dengan fakta yang ada, yaitu dilandaskan sesuai 

dengan kenyataan. 

c. Fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga menghindari 

adanya kesalahan dalam pemaknaan, di sisi itu mudah untuk 

dilaksanakan.  

d. Hukum positif dilarang untuk mudah diubah.26 

Kepastian hukum menurut Gustav Radbruch diartikan sebagai 

mengetahui sesuatu tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum 

merupakan sebuah produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-

undangan. Sesuai dengan gagasannya tersebut, maka menurut Gustav 

Radbruch, hukum positif yang mengontrol kepentingan manusia dalam 

masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.27 

Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian 

dalam hukum. Kepastian hukum merupakan sesuai yang bersifat normatif 

baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada 

pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, 

                                                             
26 Gustav Radbruch Terjemahan Sidharta, Tujuan Hukum, (Jakarta: Gramedia Pustaka 

Utama, 2012), hlm. 56. 

 
27 Muhammad Erwin, Filsafat Hukum, (Jakarta:  Raja Grafindo, 2012), hlm.123. 
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konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-

keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.28 Kepastian 

hukum bertujuan untuk melengkapi sebuah keadilan, dan ditegakkan 

terhadap siapa yang melanggar tanpa ada diskriminasi.  

Keadilan, kepastian, dan kemanfaatan tidak bisa bertentangan 

menurut pandangan Gustav Radbruch. Kepastian dan kemaslahatan tidak 

hanya diposisikan dalam konteks keadilan, namun juga harus dipandang 

sebagai satu kesatuan. Kepastian hukum bukan sekedar kepastian legalitas 

akan tetapi kepastian yang berkeadilan. Demikian juga soal kemanfaatan, 

kemanfaatan yang berkeadilan dengan mengutamakan nilai-nilai 

kemanusiaan.29  

Teori yang dipaparkan di atas tersebut, digunakan untuk 

menganalisis pertimbangan hakim dalam pembebanan nafkah iddah dan 

mut’ah pasca perceraian di Pengadilan Agama Sleman pada perkara putusan 

nomor 436, 1423, 326 dan 483, apakah telah sesuai dengan teori tujuan 

hukum yang meliputi konsep keadilan (Gerechtigkeit), kemanfaatan 

(Zweckmassigkeit), kepastian (Rechtssicherheit) yang dikemukakan oleh 

Gustav Radbruch.  

 

 

                                                             
28 Nur Agus Susanto, “Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan 

Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012”, Jurnal Yudisial, Vol. 7:3 (2014). 

 
29 Yovita A Mengesti & Bernard L.,”Tanya Moralitas ,,,, hlm. 4. 
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Tabel 1.1 

Bagan kerangka berpikir dalam menentukan nafkah ‘iddah dan 

mut’ah dalam hukum perkawinan Indonesia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hukum Islam Hukum Positif 

Cerai 

Iddah 

Nafkah Iddah 

 &  

Mut’ah 

Talak 

Iddah 

Teori Gustav Radbruch 
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Keterangan: 

Dalil-dalil al-Qur’an, Peraturan Perundang-undangan, KHI telah 

mengatur hak nafkah istri pasca perceraian yang meliputi nafkah ‘iddah dan 

mut’ah. Akibat terjadinya perceraian suami masih memiliki kewajiban 

untuk memberikan nafkah kepada istrinya, karena hal tersebut bersifat 

imperatif dan melekat, tidak bisa dilepaskan. Sehingga hakim dengan 

kewenangannya mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya 

penghidupan atas istrinya yang terjadi pada putusan 1423, 436 dengan 

pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh hakim.  

Kendatipun Hakim tidak membebankan nafkah istri kepada suami 

akibat perceraian pada putusan 483 dan 326 dengan berbagai alasan. 

Dengan adanya permasalahan-permasalahan yang ada,  ditinjau  dengan  

teori  Gustav Radbruch. 
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G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Penelitian lapangan (field research) merupakan jenis penelitian 

yang digunakan dalam penelitian ini. Data yang digunakan ialah data 

kualitatif.  Penelitian ini untuk mendapatkan data yang relevan, secara 

langsung dilakukan ke objek penelitian di Pengadilan Agama Sleman, 

di Jalan KRT Judoningrat, Seneng, Siraman, Kec. Sleman, Kab. Sleman, 

Daerah Istimewa Yogyakarta 55851. 

2. Sifat Penelitian  

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif analitis karena penelitian ini 

bertujuan untuk mendeskripsikan, menggambarkan, mengungkapkan, 

menjelaskan, dan menguraikan dan menganalisis putusan. Sehingga 

hasil wawancara yang didapatkan dari Hakim Pengadilan Agama 

Sleman terkait pembebanan nafkah istri pasca perceraian, selanjutnya 

dianalisis menggunakan teori tujuan hukum yang dikemukakan oleh 

Gustav Radbruch. 

3. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis 

empiris. Karena penelitian ini mengkaji praktik hukum yang ada di  

lapangan, selanjutnya dilihat dengan kacamata yuridis, seperti praktik 

Hakim Pengadilan Agama Sleman dalam menentukan nafkah istri yang 

diperoleh akibat perceraian yang tidak dituntut istri yang menghasilkan 

berbeda putusan terjadi pada Putusan Nomor 436, 1423 dengan 
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dibebankannya nafkah istri dan pada Putusan Nomor 326, 483 tidak 

dibebankannya nafkah istri pasca cerai talak yang mengakibatkan 

disparitas putusan dan dianalisis menggunakan teori Gustav Radbruch. 

4. Teknik Pengumpulan Data  

Untuk mendapatkan data yang akurat peneliti menggunakan 

beberapa teknik dalam penelitian ini:  

a. Interview (wawancara)  

Metode wawancara dilakukan dengan cara mengajukan berbagai 

pertanyaan kepada hakim mengenai legal reasoning yang 

menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama Sleman terhadap 

putusan nomor 436, 326 dan 483 yakni kepada Hakim Khotibul 

Umam. Putusan nomor 1423 yakni kepada Hakim Asri serta data 

pendukung lainnya didapatkan dari Hakim Khoiriyah dan Hakim 

Nuruddin. 

b. Dokumentasi30  

Metode dokumentasi didapatkan dari putusan-putusan, sebagai 

sampelnya tertuai pada putusan nomor 326 483 436 dan 1423 terkait 

dengan pembebanan nafkah pasca cerai.  

5. Sumber Data 

Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data, sebagai berikut:  

                                                             
30 Dokumentasi adalah mencari informasi yang terkait topik penelitian yang berupa 

dokumen, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, dan semacamnya. 

Sedangkan objeknya adalah benda mati. Dalam proses penelitian menggunakan catatan, rekaman 

wawancara dengan informan dan buku-buku yang digunakan untuk mencari data. M. Nazir, Metode 

Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 194. 
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a. Sumber data primer 31 

Sumber data primer berupa putusan 436, 1423, 326 dan 483  dan 

data diperoleh dari lapangan secara langsung melalui wawancara 

Hakim Pengadilan Sleman. Model wawancara yang digunakan ialah 

bebas terpimpin yakni mempertanyakan sesuai dengan daftar 

pertanyaan yang dijadikan acuan terlebih dahulu, namun variasi 

pertanyaan menyesuaikan situasi saat wawancara yang dilakukan 

secara runtut, agar mendapatkan data yang eksplisit.   

b. Sumber data sekunder32 

Sumber data sekunder yang digunakan untuk memperkuat data 

primer ialah peraturan hukum yang dijadikan pedoman 

pertimbangan Hakim, seperti pada Pasal 41 huruf (c) Undang-

undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 149, 152, 80, 81, 

158, 159 dan 160 KHI dan krya-karya yang terkait. 

6. Analisis Data  

Penulis menganalisa data33 yang diperoleh sesuai penelitian 

dengan menggunakan metode induktif. Pertama berawal dari 

                                                             
31 Data primer yaitu sebuah keterangan yang didapatkan secara langsung dari sumber-

sumber primer yakni sumber asli yang memuat suatu informasi atau data yang relevan dengan 
penelitian; Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 

2001), hlm. 132. 

 
32 Data sekunder ialah keterangan yang dijadikan sebagai pelengkap yang dapat 

dikolaborasikan dengan data primer, data tersebut merupakan sebagai bahan tambahan yang berasal 

dari sumber tertulis yang didapatkan melalui: buku, majalah ilmiah, arsip, dokumen, disertasi atau 

tesis, jurnal; Lexy J. Moleong, Metodologi…...., hlm. 159. 

 
33 Analisis data adalah mekanisme dalam mencari dan menyusun data yang didapat dari 

hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam 

kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih 
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mengumpulkan semua data yang didapatkan dari hasil wawancara 

dengan para narasumber dan berdasarkan berbagai literatur yang 

mendukung. Selanjutnya data-data tersebut disajikan dalam bentuk teks 

naratif, serta dikelompokkan sesuai dengan tujuan dan sub-bab tertentu.  

Dengan ini, peneliti dapat menjabarkan secara kompleks mengapa 

terjadi disparitas putusan hakim dalam menentukan nafkah istri kepada 

suami. 

Kedua, penulis melakukan analisis, yakni penyusunan data 

tersebut disusun berdasarkan pemahaman tentang penyajian data. 

Setelah data-data tersusun, dianalisa dengan menggunakan teori Gustav 

Radbruch. 

H. Sistematika Pembahasan 

Bab pertama, berisi pendahuluan yang meliputi beberapa sub-sub 

bab yakni latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, memaparkan telaah pustaka dari berbagai penelitian-

penelitian sebelumnya untuk menghindari keserupaan, menyajikan 

sebuah kerangka teoritik yang berfungsi sebagai pisau analisis dalam 

penelitian untuk membantu penulis dalam menjawab permasalahan, 

selanjutnya tentang penggunaan metode penelitian yang menyebutkan 

jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, 

                                                             
mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami 

oleh diri sendiri maupun orang lain, Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Bandung: 

Alfabeta, 2011), hlm. 335. 
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teknik pengumpulan data, analisa data dan yang terakhir terdapat 

sistematika pembahasan yang menggambarkan isi-isi bab pertama 

sampai terakhir dengan urut. Dalam bab ini memiliki urgensi untuk 

mengetahui alur jalannya penelitian.  

Bab kedua, menguraikan beberapa konsep-konsep terkait nafkah 

‘iddah dan mut’ah yang bisa didapatkan saat perceraian terjadi yang 

relevan dengan sumber hukum positif dan sumber hukum islam. Urgensi 

pada bab ini, untuk menggambarkan konsep-konsep terkait hak nafkah 

istri yang didapatkan. 

Bab ketiga, menjelaskan pertimbangan-pertimbangan Hakim 

Pengadilan Agama Sleman dalam menentukan nafkah ‘iddah dan mut’ah 

yang didapatkan istri, didalamnya membahas terkait pertimbangan 

Hakim Pengadilan Agama Sleman yang membebankan nafkah istri 

kepada suami pada putusan nomor 1423 dan 483, yang didukung dengan 

implementasi pembebanan nafkah istri yang isinya dari hasil wawancara 

dari para hakim, besaran kadar nafkah ‘iddah dan mut’ah yang tidak 

dibebankannya nafkah istri pasca perceraian pada putusan nomor 436 

dan 326. Selanjutnya menguraikan disparitas putusan yang terjadi dalam 

penentuan nafkah ‘iddah dan mut’ah, yang didalamnya terkait aspek 

hukum formal, hukum materiil, filosofis penjatuhan hukum dan 

penalaran hukum. Urgensi pada bab ini, untuk mendeskripsikan 

pertimbangan-pertimbangan para hakim dalam membebankan dan tidak 

membebankan nafkah ‘iddah  dan mut’ah pada keempat putusan tersebut. 
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Bab keempat, dalam bab ini penulis membahas persamaan alasan 

permohonan perceraian dengan hasil putusan yang berbeda di Pengadilan 

Agama Sleman, pembebanan nafkah istri kepada suami pada putusan 

nomor 436, 1423,  326, 483 yang kemudian ditinjau dengan teori tujuan 

hukum yang diutarakan oleh Gustav Radbruch. Pada bab ini, memiliki 

urgensi, yaitu untuk menganalisis penelitian.   

Bab kelima, sebagai bab penutup yang merupakan esensi dari 

jawaban pokok permasalahan penelitian di bagian bab terakhir. Di 

dalamnya berisi mengenai kesimpulan penelitian yang menjawab 

rumusan masalah, saran-saran yang diutarakan dari penulis, kemudian 

terdapat daftar pustaka dari berbagai literatur-literatur yang dijadikan 

sebagai penguat tesis dan lampiran-lampiran yang disajikan untuk 

kelengkapan data penelitian. Urgensi pada bab ini ialah untuk 

memberikan beberapa kesimpulan yang dapat menjawab dari rumusan 

masalah yang dipaparkan dan beberapa saran yang telah diungkapkan 

dari peneliti.  
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BAB V  

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Adapun dari penjelasan-penjelasan di atas dapat ditarik untuk 

dijadikan sebagai konklusi yaitu sebagai berikut:  

1. Terjadinya disparitas/perbedaan putusan Hakim di Pengadilan Agama 

Sleman dalam membebankan nafkah ‘iddah dan mut’ah yang ditemukan 

pada 4 (empat) putusan cerai talak bagi istri yang tidak menuntut hak 

nafkahnya. Pada putusan nomor 436 dan 1423, pertimbangan hakim 

dalam menyelesaikan perkara tersebut menggunakan kewenangannya 

(hak ex officio) dengan cara menghukum suami untuk membayar nafkah 

‘iddah dan mut’ah yang dipandang dari kemampuan ekonomi suami, 

istri tidak tergolong nusyuz dan suami mengabaikan nafkah selama 1 

tahun (putusan nomor 1423). Pada putusan nomor 326 dan 483 tidak 

dibebankan kedua nafkah tersebut kepada suami, sebab hakim dalam hal 

ini telah mempertimbangkan sesuai dengan fakta di persidangan, bahwa 

istri telah merelakan hak nafkahnya untuk tidak menerima, karena 

pendapatan istri lebih tinggi dibandingkan dengan suami atau suami 

kurang mampu. Pada keempat putusan tersebut telah sesuai dengan 

aspek hukum formal, aspek hukum materiil, aspek filosofis penjatuhan 

hukum dan adanya penalaran hukum pada putusan 436 dan 1423.  

Namun pada putusan 326 dan 483 belum ditemukannya penalaran 



102 
  

 
 

hukum, sebab hakim mengikuti kehendak istri untuk melepas hak 

nafkahnya.  

2. Adapun keempat putusan pada penelitian ini ada yang mecapai dan tidak 

mencapai 3 (tiga) aspek tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav 

Radbruch. Pertama, dari sisi aspek keadilan, karena hakim telah 

memberlakukan secara proporsional sesuai dengan porsi suami pada 

putusan 1423, suami diberikan konsekuensi hukum sebab mengabaikan 

tanggung jawabnya untuk tidak memberikan nafkah selama 1 tahun 

(putusan nomor 1423) dan istri diberikan perlindungan hukum (436 dan 

1423). Namun, pada putusan 436 hakim belum berlaku adil pada suami, 

sebab hakim membebankan nafkah kepada suami melebihi batas 

kemampuan ekonominya. Hakim tidak membebankan nafkah tersebut 

bagi suami yang kurang mampu dalam segi ekonomi dan mengikuti 

kehendak istri untuk merelakan haknya pada putusan 326 dan 483. 

Kedua, mendapatkan kemanfaatan, sebab hakim telah memberikan 

kemaslahatan bagi semua pihak. Ketiga, telah tercapainya asas kepastian 

hukum, sebab sumber hukum yang digunakan oleh hakim sama yakni 

berdasarkan hukum formal dan materiil, namun berbeda karena 

memperlihatkan aspek keadilan dan kemanfaatan.  

B. Saran 

Dari uraian penjelasan penelitian, penulis memiliki beberapa saran 

agar diterapkan oleh majelis hakim dan para akademisi, yakni:  



103 
  

 
 

1. Apabila majelis hakim menemukan peraturan pada pasal yang kurang 

jelas dan belum mengakomodir aspek keadilan, maka sangat diperlukan 

untuk melakukan ijtihad atau penggalian hukum, 

2. Penegak hukum diharapkan saling memiliki pemikiran progresif dan 

berkemanusiaan yang mendalam dalam memutus suatu perkara 

perceraian bagi istri yang tidak menuntut hak nafkahnya agar 

memberikan hak-hak yang seharusnya didapatkan akibat dari korban 

perceraian, sehingga dapat melindungi hak-hak perempuan tanpa 

adanya diskriminasi dengan cara menegakkan keadilan bagi pihak 

berperkara, guna tidak ada pihak yang dirugikan.  

3. Teruntuk para ilmiah lain, masih banyak yang harus dipelajari mengenai 

topik pembebanan nafkah ‘iddah dan mut’ah dengan menggunakan 

perspektif dan teori yang berbeda, oleh karena itu tesis ini dapat menjadi 

titik awal untuk kajian lebih lanjut. 
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